GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN
2012 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN
ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa sehubungan dengan kekurangan Kebutuhan Pupuk
Bersubsidi dari kebutuhan setahun untuk Kabupaten Paser
dan Kabupaten Nunukan, maka perlu untuk dilakukan
realokasi kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2012;

bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana
dan Sarana Pertanian Nomor 19/Kpts/SR.130/B.5/12/2012
tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penetapam
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2824);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4411);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4402);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam
Pengawasan;

Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd
sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan
Tahun 2008-2013;
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Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/
OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan
K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

Peraturan = Menteri Perdagangan Nomor 21/M/DAG/
Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010
tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
662);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-
DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/
SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran
Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 491);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  70/Permetan/
SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan
Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 664);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.02/2011
tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan,
Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/
SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2013;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
634/MPP/ Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan Jasa yang Beredar di Pasar;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/
OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Perumusan Kebijakan Pupuk;



Menetapkan
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05
Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008  Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08
Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Provinsi Kalimantan  Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN
2012 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2012
tentang Penetapan Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi

Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

(Berita Daerah Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

Pada Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun 2012 Menurut Jenis Dan Sebaran
Kabupaten/Kota, diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

TON

No. Kabupaten/Kota Urea | SP-36 ZA NPK | Organik
1. Paser 4.833 1200 1.121 8.340 400
2. Kutai Kartanegara 0.424 1925 343 3.540 600
3. Berau 580 200 113 1.000 100
4. Bulungan 525 100 25 300 60
S. Nunukan 952 75 20 1.100 30
6. Malinau 80 50 20 355 30
7. Kutai Barat 948 50 15 425 30
8. Kutai Timur 1.931 1.000 150 3.000 100
9 Penajam Paser Utara 2.462 900 305 2.500 500
10. | Kota Balikpapan 1.022 600 273 1.000 400
11. | Kota Samarinda 1.357 500 200 1.275 150
12. | Kota Tarakan 645 200 20 500 50
13. | Kota Bontang 111 150 40 465 30
14. | Tana Tidung 30 S0 15 200 20

JUMLAH 21.900 7.000 2.660 24.000 2.500




Pasal II
Peraturan Gubernur ini berlaku sejak 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Januari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,
ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

S ———

H. SUROTO, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19620527 198503 1 006




